
BUPATI KUTAITIMUR

PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURANBUPATI KUTAITlMUR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURANBUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG

PENYELENGGARAANPELAYANANTERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KUTAITIMUR,

bahwa menindaklanjuti hasil rapat pembahasan tanggal 8

Februari 2021 ten tang Rancangan Peraturan Bupati ten tang

Pendelegasian Perizinan di Kabupaten Kutai Timur, bertempat

di Ruang Arau Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dan

memperhatikan Surat Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W.18-

UM.01.01-0647, peribal Penyampaian Pendapat Hukum, maka

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang

Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan

Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3962);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Peru bah an Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6617);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana dubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG

PENYELENGGARAANPELAYANANTERPADU SATU PINTU.
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Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Nomor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal2

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka kewenangan

penandatanganan izin dan persetujuan pemenuhan komitmen

dalam perizinan menjadi Kewenangan Bupati.

Pasal3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal I c Februari 2021

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 12 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENKUTAITIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 4


